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IBUKOTA JAKARTA

PERATUI'<.AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 191 TAHUN 2015

TENTANG

PEMEENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMB,~GAPENGEMBANGAN TILAWATIL OUR'AN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahw.~ pembentukan, organisasi dan tata kerja Lemba9a
Peng"mbangan Tilawatil Our'an telah diatur dalilm Peraturan Guberl',lJr
NomeH 33 Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan tuntutan kebutuhan masyarakat;

b. bahw;3 dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna
pelayanan masyarakat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'a'l,
perlu meningkatkan kinerja terutama dibidang pemahaman,
penghai'atan dan pengamalan isi kandungan AI Our'an, sehing';:a
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksL d dalam huruf a, perlu
dilakLbn penyempurnaan;

C. bahw.3 berdasarkan pertimbangan sebasaimana dirnaksud dala 11

huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentar,g
Pemtentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Pengembang~n

Tilaw;3til Our'an;

1. Unda 19-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta '3ebagai Ibukota Negara
KesalL'an Republik Indonesia;

2. Unc:a 19-Undang NomoI' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukcin
PeratJran Perundang-undangan;

3. Unda'lg-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentan~l Aparatur Sipil Negara:

4. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent"lIlg Pernerintahan Daer.sh
seb.'lgaimana telah beberapa kali diubahmakhir dengan Undanq
Und311g NomoI' 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang Administra,i
PernHintahan;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Ke'.Jangan Daerah;

7. pgraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

9. Per'aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

I

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel8CJ
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

11. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentanq
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

. Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diube,h
der,gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Nege!'i
Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang
Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an:

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 200"! tentang Pokok-pokrJ"
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organise.,;i
Pel'8ngkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Ca:'<1
Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Per:anggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan yang f3ersumber dari Angg8ran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Danrah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibul<ota Jakarta.
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2. P·emerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagCli
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukma
Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro
Dikrnental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Biru Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekratariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota Administrasi adalah Kola Administrasi Provinsi Daerah Khusus
Ibul<ota Jakarta.

8. Kat1upaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepula'Jilll
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Waiikola adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakartc.

1O. Bu~'ati adalah Supati Kepulauan Seribu.

11. Kecamatan adalah Kecamalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukuc;:l
Jakarta.

12. Carnal adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPn
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah KhusL.::;
Ibul:ota Jakarta.

15. U"il Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unil Kerja atau Subordinat SKPD.

16. Lembaga Pengembangan Tilawatil Our'an yang selanjutnya disingkat
LPTO adalah lembaga non perangkat Daerah di bidang keagamaan
yang mengoordinasikan kegiatan pengembangan Tilawatil Our'an di
Prminsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. LPTO Kota/Kabupaten Administrasi adalah LPTO Kota/Kabupatcn
Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18.. LPTG Kecamatan adalah LPTO Kecamatan Administrasi Provins;
Dauah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Devlan Pembina adalah Dewan Pembina Lembaga Pengemban~lan

. Tila'Natil Our'an di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTQ

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal3

(1) LPTQ dibentuk dengan maksud untuk mewadahi dan memfasilit85i
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilaw8:i1
Qur'an pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecama'an
dan Kelurahan.

(2) LI'TQ dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghayatan dan
pengamalan AI Qur'an dalam masyarakat yang berpancasila ser,a
mengembangkan LPTQ di Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal4

(1) LPTQ merupakan lembaga non perangkat Daerah di bicl''1ng
keagamaan yang mengoordinasikan kegiatan Pengembar"F:n
Tilawatil Qur'an di Provinsi Daerah KhusLis Ibukota Jakarta.

(2) LPTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ke'1l3
Ullum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepac''3
Gubernur melalui Dewan Pembina.

(3) D~iam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPTQ dikoordinasikan oleh
Bro Dikmental.

Pasal 5

(1) LPTQ mempunyai tugas :

a, menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat
Daerah;

b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh
(hafalan), Khat (tulisan indahl, Puitisasi (isi kandungan AI-Qur"arl)
dan Pameran AI-Qur'an;

c. meningkatkan pemahaman AI-Qur'an melalui penerjemahan,
penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;

d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan AI-Qur'an dalam
kehidupan sehari-hari; dan

e. f7lembentuk dan mengembangkan ser.:ra-sentra AI-Qur'an.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
LPTQ menyelenggarakan fungsi :

a, pelaksanaan penjabaran program umum yang ditetapkan parla
Musyawarah Nasional dan melaksanakan evaluasi pada rap3t
kerja daerah;

b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan
yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dC1n
fungsi serta program LPTQ;

¥. penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan dan Pengembangiin
Tilawatil Qur'an; dan

d. oelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas r!an
fungsi LPTQ.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisa~i

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi LPTQ terdiri dari :

a. LPTQ Provinsi :

1. Dewan Pembina, terdiri atas :

a) Ketua;
b) Sekretaris; dan
c) Anggota.

2. Pengurus Harian, terdiri atas :

a) Ketua Umum;

b) Wakil Ketua Umum,

c) Sekretaris Umum;

d) Bendahara; dan

e) Bidang, terdiri atas :

1) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan;

2) Bidang Perhakiman;

3) Bidang Publikasi dan Dokumentasi;

4) Bidang Usaha dan Dana; dan

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan.

b. LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi, tei'diri atas :

1. Ketua;

2. Sekretaris;

3. Bendahara; dan

4. Bidang, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bidang,
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c. LPTQ Kecamatan, terdiri atas :

1. Ketua;

2. Sekretaris;

3. Bendahara;

4. Bidang, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang; dan

5. Koordinator Kelurahan.

(2) Bagan Susunan Organisasi LPTQ sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Dewan Pembina

Pasal 7

(1) Dewan Pembina mempunyai tugas :

a. membina dan mengarahkan kegiatan LPTQ;

b. menerima dan menilai laporan tentang kegiatan LPTQ;

c. menyampaikan saran dan pertimb<mgan kepada GuberrHg,
Walikota/Bupati dan Camat mengenai hal-hal yang berhubungcHl
dengan kegiatan LPTQ; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tU[18>
Dewan Pembina.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina bertangung jawab
«:epada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengurus Harian

Pasal 8

Ketua Umum mempunyai tugas :

a. 1no3rnimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
LflTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Biden(J.
LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dan LPTQ Kecamatan;

c. m31aksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UK.PD
dcln/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksan<1arl
tugas dan fungsi LPTQ;

d. mewakili Pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesu:,i
dengan peraturan LPTQ;

e. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Dewan Pembina;

f. rnemimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ dan rapat-rapat lain Y<1n=1
eli Jandang perlu;

g. meC1garahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan prograr·\
U'TQ; dan

h. m31aporkan dan mempertanggungjaw<lokan pelaksanaan tugas
Lf'TQ.
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Pasal9

Wak'l Ketua Umum mempunyai tugas :

a. membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas d<ln
fLingsi LPTO sebagaimana dimaksud daliJm Pasal 5;

b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Umum;

c. inernbantu Ketua Umum dalam pelaksanaan koordinasi dengan
SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat;

d. mernbantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan pelaksanaan tU~dS

dan fungsi Sekretariat, Bidang, LPTO Kota/Kabupaten Administr;..si
dan LPTO Kecamatan;

e. membantu Ketua Umum dalam pengembangan sistem pengendalian
internal LPTO;

f. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua Umum dalarn
peretapan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan LPTO:

g. melaksanakan tug as lain yang diberikan oletl Ketua Umum; dan

h. me'Nakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalanqcrn
melaksanakan tugasnya.

Pasal10

SekretiJris Umum mempunyai tugas :

a. rnembantu Ketua Umum dalarn melaksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan Sekretariat;

c. melaksanakan kegiatan kerumatltanggaan dan surat-menyurat;

d. rne,aksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan
pernbagian tugas yang telah ditentukan; dan

e. rne.aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuga~;

Sel,retaris Umum.

Pasal 11

Bendahara mempunyai tugas :

a. membantu Ketua Umum dalam melaksana"an tugasnya;

b. menyusun rencana anggaran pendapatan clan belanja LPTQ;

c. meiaksanakan penatausahaan keuangan LPTO;

d. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTO;

e. rnelaksanakan evaluasi terhadap pelaksam,an anggaran LPTO;

f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTO; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawalJkan pelaksanaan tug21S
Bendahara.
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Bagian Keempat

Bidang

Pasal 12

Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan merupakan Satuan Kerja
lini LPTQ dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan 18tih;ln.

Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh s,o!orang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jc.l\V8b
kepada Ketua Umum LPTQ.

Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan mempunyai tug8S :

a. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf AI-Our'an ci~,ng8n

menumbuhkan taman Pendidikan AI-Our'an dan upaya laillll\'a:

b. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf AI-Our'an dan
bekerja sama dengan instansillernbaga dakwah dan pendidikan
serta lembaga lainnya;

C. menyusun rencana pembinaan tdawah. tahfidzh, tafsir. ;'lhm,
syarh, khat AI-Our'an dan menulis maqolah AI-Our'an:

d. melakukan pembinaan puma mllsabaqah bagi pesert<1 yang
menunjukan prestasi tertinggi:

e. menyusun rencana tentang penin(]katan mutu cerdas cerm'lt isi
kandungan AI-Our'an (Fahmil OU"'an) dan Syarhil OUr'8:l agar
lebih dihayati oleh masyarakat;

f. pembinaan, pengembangan dan pengendalian kompc:tensi
(pengetahuan, keterampilan dan integritas) pegawai LPTQ:

g. meningkatan mutu qari/qariah, hafidz/hafidzah. cacat netr;', dan
mufassir, fahm, peserta syarh O'Jr'an, khat-thath d8n 1':1( ,1lIlis
Maqolah AI-Our'an dengan upayCl dan sarana sesuai ke:),j'1kan
yang telah ditetapkan;

h. menyusun kurikulum dan silabus untuk penataran Dewan H:'kim.
penataran Pelatih dan penataran 8idang Tilawatil Our'an:

i. menyelenggarakan penataran Dewan Hakim, Pelatih dan Bklang
Tilawatil Our'an;

j. menyelenggarakan koordinasi' dan pengiriman Penat'll clan
Pelatih sesuai permintaan;

k. menyelenggarakan pernusatan latihan bagi qari/qariah, f,;'fidzl
hafidzah, mufasir/Mufasiroh, fahmil, syarhil, Musabaqoh ~';8qolah

AI-Our'an dan khatth/Khatthatah dalam rangka pembinaanscsuai
dengan kebutuhan;

I. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di 8irJ8ng
Pembinaan, Pendidikan dan Latihan;

:no membentuk dan mengembangkan sentra-sentra AI-Our'an: dC'll

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksan8a'1 (ugas
Bidang Pembina an, Pendidikan dan Latihan.
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Pasal13

(1) Sidang Perhakiman merupakan Satuan Kerja lini LPTO dal,'.rn
. pelaksanaan perhakiman.

(2) Bidang Perhakiman dipimpin oleh seorang Kepala Sagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketlia
Urnum LPTO.

(3) Bidang Perhakiman mempunyai tugas :

a. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;

b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman
dan penilaiannya;

c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Dewall
Hakim;

d. menghimpun data potensi tenaga Hakim dan kualifikasinya;

e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga Hakim dala!n
rangka pengkaderan;

f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalc:h
perhakiman;

g. mengikutsertakan lembaga-Iembaga AI-Our'an dalam pembinarll1
Hakim dan pelaksanaan musabaqah;

h. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTO di Sidarg
Perhakiman; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tusa:>
Bidang Perhakiman.

Pasal14

(1) Bidang Publikasi dan Dokumentasi merupakan Satuan Kerja Ii;,i
LPTO dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.

(2) S,dang Publikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepaia
B?gian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaua
K9tua Umum LPTO.

(3) B dang Publikasi dan Dokumentasi memp!.myai tugas :

a memasyarakatkan AI-Our'an seba9ai pedoman hidup da"
kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;

b memasyarakatkan tilawah, khatth, terjemahan dan tafsir A.i
Our'an;

c. menyiapkan bahan-bah an pen5rbitan dalam rallgk'1
pengembangan Tilawatil Our'an;

d menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTO dan Jurnal Ai
Our'an;

e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yarq
berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Our'an melalui
berbagai media komunikasi;
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f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTO nl<lupun
kegiatan pengembangan Tilawatil Cur'an;

g. menyelenggarakan perpustakaan L;:OTO;

h. menyelenggarakan kegiatan publikasi LPTO;

I. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTO di Bidang Pliblikasi
dan Dokumentasi; dan

J. melaporkan dan mempertanggurigjawabkan pelaksanaan ~l.I~las

Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal15

Bidang Usaha dan Dana merupakan Satuan Kerja Iini LPTo. C'alam
pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan latihan.

Bidang Usaha dan Dana dipimpin oleh seorang Kepala Bidan~J 'lang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepad" Ketua
Umum LPTO.

Bidang Usaha dan Dana mempunyai tugas ;

a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan saran<' ;Jntuk
menunjang pelaksanaan program LPTO sesuai petunjuk ,: "tua
Umum;

mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun "Jana
sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Pengurus LF,'I();

melaksanakan usaha pendekatan kepada dermawan ;'l"l.Islim
untuk menjadi donatur tetap LPTQ;

mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai peclinjuk
Ketua;

melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang lJsaha
dan Dana; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan ('.Igas
Bidang Usaha dan Dana.

Pasal16

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan I<eri:] lini
LPTQ dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kl~pala

Bagian yang berkedudukan di bawah jan bertanggung jawab keoada
Ketua Umum LPTQ.

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembakuan MTQ Daerah dan Kota/Kabupaten
Administrasi hingga Kecamatan untuk semua jenis MusaL':'!,!,:'!';

b. menyusun rencana tentang peningkatan, pemahaman I:,; dan
ajaran AI-Our'an dengan berba~Jai upaya seperti penyllsunan
methodology dan klasifikasi ayat AI-Cur'an:

c. menyusun ayat-ayat AI-Our'an fang menyangkut teillc1-lemCl
sosial kemasyarakatan;
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d. melaksanakan kegiatan pengkajian AI-Our'an dengan lembaga
lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;

E,. melaksanakan kebijakan pimpinan LPTO di Bidang Penelitian rj"m
Pengembangan;

f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masal~lh

pembinaan perhakiman, pendidikan dan latihan dalam rang:(a
pengembangan tilawatil qur'an; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug:.lS
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bagian Kelima

LPTO Kota/Kabupaten Adrninistrasi

Pasal17

(1) LPTO Kota/Kabupaten Administrasi mer'upakan Unit Kerja LPTO,
pada Kota/Kabupaten Administrasi.

(2) LPTO Kota/Kabupaten Administrasi dipirnpin oleh seorang f<el '.:a
yElf1g secara teknis operasional berkedudukan di bawah d;·n
bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Pasal 18

(1) LPTO Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Our'an di Kot:!/
Kabupaten Administrasi;

b menyelenggarakan Pembina an Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh
(hafalan), Khat (tulisan indahl, Puitisasi (isi kandungan AI-Our'a;,),
dan Pameran AI-Our'an;

c. meningkatkan pemahaman AI-Our'an melalui penerjemah;,n,
penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;

d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan AI-Our'an dalarn
kehidupan sehari-hari; dan

e, membentuk dan mengembangkan sentra-sentra AI-Our'an
Kota/Kabupaten Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ("),
LPTO Kota/Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

<3, pelaksanaan penjabaran program umum LPTO Kota/Kabupaten
Administrasi;

b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusc'l
yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas C,,:l
fungsi serta program LPTO Kota/Kabupaten Administrasi;

C. penyelenggaraan pembinaan, bimtingan dan pengembar1g;:;1
tilawatil Our'an di Kota/Kabupaten Adr.linistrasi; dan

d, pelaporan dan pertanggungjawabar pelaksanaan tugas dC1n
lungsi LPTO Kota/Kabupaten Administrasi.
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Pasal19

Ketua mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTO
Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

b.. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretar:s,
Bendahara, Bidang dan LPTO Kecamatan;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalarn rangka pelaksana'Jn
tugas dan fungsi LPTO Kota/Kabupaten Administrasi;

d. mewakili Pengurus LPTO baik ke luar maupun ke dalam sesl'ai
dengan peraturan LPTO;

e. mernimpin rapat-rapat Pengurus LPTO Kota/Kabupaten Adrninistr:<si
dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;

f. men~1arahkan, mernbimbing dan mengawasi pelaksanaan progra,n
LPTO Kota/Kabupaten Administrasi; dan

g. mel3porkan dan mempertanggungjawabkar! pelaksanaan tugas LPTO
Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 20

Sekretaris mempunyai tugas :

a. mernbantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPT;J
Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana jimaksud dalam Pasal 18;

b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas;

c. mel3ksanakan kegiatan kerumahtanggaan can surat-menyurat:

d. mel3Ksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan (I;,:n
pernbagian tugas yang telah ditentukan; da~·

e. mel3porkan dan mempertanggungjawalJkan pelaksanaan tu:~:··s

Sekretaris.

Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas :

a.TIi,nyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTiJ
Kota/Kabupaten Administrasi;

b. me1aksanakan penatausahaan keuangan LPTQ Kota/Kabupate'l
:A,drninistrasi;

c. m<claksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LF'TO
Kc,ta/Kabupaten Administrasi;

d. rnnlaksanakan evaluasi terhadap pelal~sanaan anggaran LP-I'CI
Kot3/Kabupaten Administrasi;

e. rn',l1yusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ
Kota/Kabupaten Administrasi; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tUJa~;

Bendahara.
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Bagian Keenam

LPTO Kecamatan

Pasal 22

(1) LPTO Kecamatan merupakan Unit Kerja LPTO pada Kecamatan,

(2) LPTO Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang secara tef'"is
oparasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepc1eJa
Ketua Umum melalui Ketua LPTO Kota/Kabupaten Administrasi,

Pasal23

(1) LPTO Kecamatan mempunyai tugas :

a, menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Our'an di Kecamatan;

b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahtrzh
(hafalan), Khat (tulisan indahl, Puitisasi (isi kandungan AI-Our'w,).
dan Pameran AI-Our'an ;

c. meningkatkan pemahaman AI-Our'an melalui penerjemahan.
penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;

d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan AI-Our'an da!a-n
kehidupan sehari-hari; dan

e. rr.embentuk dan mengembangkan sentra-sentra AI-Our'E.n
Kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (;),
LPTQ Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penjabaran program umlJm LPTQ Kota/Kabup2'ell
Administrasi;

b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dclrl pengambilan keputu~;an

yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas d:-:tl
fungsi serta program LPTO Kecamatan;

c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengembangi.J!l
tilawatil Our'an di Kecamatan; dan

d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas IY 1'0
f<ecamatan.

Pasal24

Ketun rnempunyai tugas :

a. mernimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LP":)
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

b. rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekret3ri~,

Bendahara, Bidang dan LPTO Kecamatan;

c. IT,elaksanakan koordinasi dan kerja sam3 dengan SKPO/UKPU
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksan~I<J!l

tU;jas dan fungsi LPTQ Kecamatan;

d. rnewakili Pengurus LPTO baik ke Iua r maupun ke dalam sesL'2.i
dE,ngan peraturan LPTO;
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e. mernirnpin rapat-rapat Pengurus LPTO KeCilmatan dan rapat-rapat :,.in
yang dipandang perlu;

f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan progl':;m
LPTO Kecamatan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTO
Kecamatan.

Pasal25

Sekretaris mempunyai tugas :

a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPTO
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tug as;

c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;

d. mel3ksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan den
pembagian tugas yang telah ditentukan; dar.

e. melaporkan dan mempertanggungjawab'<.an pelaksanaan tUP<lS
Sekretaris.

Pasal 26

Bendahara mempunyai tugas :

a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LF' rQ
Kecamatan;

b. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTO Kecamatan;

c. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTO Kecamatiw:

d. mel:3ksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPT 0
Kec3matan;

e. menyusun laporan dan pertanggungja Naban keuangan LP-, 'r)
Kecarnatan; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tu<~..Js

Bendahara.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 27

Untuk l1'lenunjang tugas dan fungsi LPTQ, Pengurus Harian dapc,t
menetapkan Sekretariat LPTO, yang mempunyai tugas :

a. mernberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua Wl'3L"

LPTO;

b. merlgoordinasikan persiapan penyusun'3n perumusan naskc;'1
kebijaksanaan teknis, program kerja, J)13raturan atau keputu~;i~ I

keta'(alaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan y,·,n,.1
bE·rhubungan dengan pengembangan Tilawetil Our'an; dan

c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta mengada'<an
evaluasi dan pengembangan LPTO.
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BAB VII

!~ERSYARATAN, MASA TUGAS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPTQ

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal28

Keanggotaan pengurus LPTQ paling sedikit harus memenuhi persyaratail
sebagai berikut :

a. setia kepada Syariat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesi2;

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat, unsur perguruan tinggi, un"L;r
MUI Daerah dan Tokoh Masyarakat;

c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai denga!',
kebLltuhan tugas dan fungsi kelembagaan;

d. berssdia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungs';
dan

e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

Bagian Kedua

Masa Tugas, Pengangkatan dan PHmberhentian

Pasal 29

Masa tLigas keanggotaan pengurus LPTQ selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

Pengargkatan kepengurusan LPTQ ditetapkan dengan KeputuS~l'l

Gubernur.

Pasal31

Kepengurusan LPTQ diberhentikan apabila :

a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;

b. habis masa tugas;

c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangcHl
tetap secara berturuHurut selama 6 (enam) bulan;

d. tidak bisa melaksanakan tug as karena sakit menahun;

e.. meninggal dunia;

f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;

g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan

h, melakukan hal-hal di luar adab dan norma/ada!.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

(1) MLlsyawarah Provinsi, Musyawarah Kota/Kabupaten Administrasi da"
Musyawarah Kecamatan LPTQ dilaksana!<an paling sedikit 1 (satL!;
t3hun sekali untuk menyusun program kerja tahunan dan evalu~si
terhadap pelaksanaan program.
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(2) Dalam keadaan yang sangat penting dapat diadakan musyawar<.ih
Pre,vinsi, Musyawarah Wilayah Kota/KabLipaten Administrasi ci,':l
musyawarah Kecamatan luar biasa.

BAB IX

RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 33

Rapal. Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat terdiri dari ;

a. rapal Pengurus Pleno dihadiri oleh semua anggota pengurus LPTQ;

b. rapai Pengurus Harian Lengkap dihadiri oleh Ketua Umum, P;)ra
Ketua, Sekretaris Umum, Para Sekretaris, Para Bendahara dan Para
Ketua Bidang;

c. rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Para Ketua,
Sekretaris Umum, Para Sekretaris dan Para Bendahara; dan

d.. rapat Bidang dihadiri Ketua Bidang dan Anggota Bidang.

Pasal 34

Waktu celaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal :"~)'

terdirid2ri ;

a. rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang 1 (satu) kali dal;Jn'
3 (tifl3) bulan;

b. rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan paling kurang 1 (satu) ~2:i

dalam 2 (dua) bulan;

c. rapat Pengurus Harian diadakan paling kurang 1 (satu) kali daii1rl
1 (satu) bulan; dan

d. rapat Pengurus Bidang diadakan paling kurang 1 (satu) kali dala'n
2 (dua) bulan.

Pasal 35

Selain waktu rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, apab;i:i
diperluf:an dapat diadakan rapat koordinasi dan rapat pimpinan dengan
lembag3 lain sesuai kebutuhan.

BAB X

TATA KERJA

Pasal36

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsil-ya LPTQ wajib taat dar
be.·pedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) f(etua Umum LPTQ Provinsi, Ketua LPTQ Kota/Kabupat',o;n
Administrasi dan Ketua LPTQ Kecamatan melakukan koordin",',i
vertikal dan horizontal dengan instansi l',rkait baik Pusat mau,"m
Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlanC:lr
pe1aksanaan tugas dan fungsi LPTQ,

(3) F'engurus Harian pada LPTQ Provinsi, Kota/Kabupaten Administrdsi
dan Kecamatan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi. sinkronisasi. simplifik2.Si,
akuntabilitas. transparansi, efektivitas dan efisiensL

Pasa! 37

(1) Ketua Umum LPTQ Provinsi. para Ketua LPTQ Kotal Kabupatf:n
Administrasi dan Kecamatan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas secara bertingkat keoada Gubernur. Waliko',ai
Bupati dan Camat melalui Dewan Pembina,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan da~dr

pengambilan keputusan,

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LPTQ dialokasikan melalui :

a, belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDJ;
dan

b, sumber lain yang sah dan tldak mengikat sesuai dengan ketentu2 cJ
peraturan perundang-undangan,

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 39

(1) LFTQ menyusun dan menyampaikan laporan berkala
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu
Gubernur melalui Dewan Pembina,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meli~'lrri

laporan :

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c, kinerja;
d, barang;
e. akuntabilitas; dan
t. kegiatan

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal40

Monitoring dan evaluasi terhadap LPTQ dilaksanakan oleh :

a. Biro Dikmental; dan

b. Le'mbaga Auditor Independen.
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BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal41

Hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan
ditetapkan melalui rapat pleno Pimpinan LPTO Provinsi, Kola/Kabupalen
Administrasi dan Kecamalan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal42

Pada SiBI Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraluran Gubernur
Nomor 33 Tahun 2014 lenlang Pembenlukan, Organisasi dan Tala Kerja
Lembaga Pengembangan Tilawalil Our'an Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.

Pasal43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturail Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

Diletapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUK! T. PURNAMA
Liiundangkan di Jakarta
:.Jada tanggal 26 Juni 2015

3EKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
.IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

3cRITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JKARTA
TI~HUN 2015 NOMOR 72147
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